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KERANGKA ACUAN KERJA

PEMBINAAN PTSP
TAHUN 2018

LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Permendagri 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui DPMPTSP dan
mendorong kemudahan berusaha guna meningkatkan ekonomi daerah. PTSP saat ini
merupakan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang
menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui strategi
revisi panduan dan regulasi terkait PTSP serta jumlah daerah yang
mengimplementasikan PTSP.

Pembinaan PTSP akan mendekatkan pemberian pelayanan kepada standar
yang sama di setiap DPMPTSP kabupaten/kota. Variabel untuk menuju mutu
pelayanan ini meliputi ketersedian sarana dan prasarana pendukung, peraturan
sistem pelayanan dan dukungan pendanaan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian
atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi terkait yang
memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari proses tahap permohonan sampai dengan
tahap terbitnya dokumen pada satu tempat.

Mangacu pada Perpres 91 tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha maka dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka
perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Proses Perizinan dan Non Perizinan yang
cepat, mudah dan terukur adalah dengan mensosialisasikan tentang Kebijakan
Perizinan dan Non Perizinan.

Kegiatan Sosialisasi ini memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur
Aparatur dan masyarakat.

Dengan tersosialisasinya Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada masyarakat maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP akan
menjadi lancar serta dapat mewujudkan Pemerintah yang baik, dapat mewujudkan
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.



b. Dasar Hukum

(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

(4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

(5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata
Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

(6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata

Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :

Kegiatan Pembinaan PTSP dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP telah sesuai dengan
Permendagri 138 tahun 2017.

IL KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan langsung ke DPMPTSP
kabupaten/kota.

2. Biaya kegiatan Pembinaan PTSP ke Kabupaten/Kota berjumlah Rp 67.936.000,-
(Enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk :
Menyebarluaskan informasi mengenai standar pelayan publik..
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dengan
adanya perizinan cepat, mudah, tranparan serta pasti.

2. Meminta informasi dan memeriksa secara langsung sarana dan prasarana utama dan
pendukung pemberian layanan perizinan dan non perizinan dan merekomendasikan
perbaikan aspek layanan yang belum memenuhi persyaratan sesuai Permendagri
138 tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk perbaikan dan peningkatan
kinerja DPM& PTSP.



IV.  INDIKATOR KINERJA.

1. | Input : | Dana kegiatan ini sebesar Rp 67.936.000,- (Enam puluh tujuh juta
sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat tahun anggaran 2018.

2. | Output : | Terlaksananya kegiatan pembinaan PTSP ke DPMPTSP Kab/Kota

3. | Outcomes : | Meningkatnya pelayanan PTSP Kab/Kota sesuai Standar Pelayanan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan
Memberikan cek list variabel yang telah / belum dipenuhi dalam pemberian
layanan.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut :

No Uraian Waktu Pelaksanaan

1. | Persiapan Minggu kedua Januari 2018
- Pembuatan TOR

- Rapat -persiapan

- Pembelian bahan -bahan sosialisasi

2. | Persiapan/Penetapan jadwal pembinaan Minggu keempat Januari 2018
ke Kab/Kota

3. | Koordinasi dengan pusat Direktorat| Minggu pertama Februari 2018
Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,
Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.

Tentang :

e Metode pembinaan

e Aturan-aturan terbaru

4. | Pelaksanaan kegiatan Dua kab/kota dalam satu bulan

VI Sasaran:

DPM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

VIL.TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.
Pembinaan PTSP dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan November 2018

ke seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat.



VIII. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ADALAH
Penanggung Jawab Program :  Maswar Dedi, AP, M.Si
Pengguna Anggaran Kepala DPM & PTSP
Kuasa Pengguna Anggaran : Etnaleli, S.Sos, MM
Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Bidang PKPL

X. TENTATIF ACARA SOSIALISASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN.
Terlampir

XI. PENUTUP

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu
upaya untuk perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan, melalui kegiatan ini
akan tergambar kualitas pelayanan yang selama ini diterima oleh masyarakat.
Diharapkan kegiatan ini dapat mamacu DPMPTSP kab/kota untuk meningkatkan
kualitas layanan.

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam

melaksanakan kegiatan

Padang, Januari 2018

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Etnaleli, S.Sos, MM Wery, BAc
NIP. 19650124 199101 2 001 NIP. 19600603 198603 1 005

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP.19740618 199311 1 001



SUMATERA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
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PEMBINAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2018



TENTATIF ACARA SOSIALISASI
TENTANG KEBIJAKANPELAYANAN PERIZINAN
PESERTA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DI PANGERAN BEACH HOTEL PADANG

28 FEBRUARI s/d. 2 MARET 2018

No Waktu Uraian Acara Nara Sumber Moderator
1 28 Februari 2018
11.00 -18.00 Check In di Hotel Pangeran | Panitia
Beach Padang
19.00 - 20.00 Makan malam Hotel
20.00 - 22.00 Pembukaan Panitia
22.00 - Istirahat (Tidur) Hotel
2 1 Maret 2018
08.00 - 10.00 Paparan Narasumber Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi
10.00-10.30 Rehat Kopi
10.30-12.30 Paparan Keynote Speaker Wakil Gubernur.
12.30 -13.30 Ishoma
13.30 -15.30 Paparan Narasumber Pusat Ditjen. Bina Adminstrasi
Kewilayahan.
15.30 -16.00 Istirahat Snack
16.00 -18.00 Paparan Narasumber Pusat BKPM-RI
18.00 -19.00 Ishoma
19.00 -21.00 Paparan Narasumber Daerah Dinas Kelautan
Perikanan Provinsi
Sumatera Barat.
21.00-23.00 Paparan Narasumber Khusus | DPRD Provinsi
Daerah Sumatera Barat.
3 2 Maret 2018
08.00-10.00 Paparan Narasumber Daerah DPM & PTSP Provinsi
Sumatera Barat.
10.00-11.00 Makan siang Hotel
12.00 Penutupan / Check Out Panitia




JADWAL ACARA

SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN

DI HOTEL PANGERAN BEACH PADANG
11 S/D 13 APRIL 2018

No Waktu Uraian Acara Nara Sumber Moderator
1 11 April 2018
11.00 -16.00 Check In di Hotel Pangeran | Panitia
Beach Padang
19.00 - 20.00 Makan malam Hotel
20.00 - 21.00 Pembukaan/ Keynote Speaker | Sekretaris Daerah
23.00 - Istirahat (Tidur)
2 | 12 April 2018
08.00 - 10.00 Paparan Narasumber Daerah DPM & PTSP
10.00-10.30 Rehat Kopi
10.30-12.30 Paparan Narasumber Daerah Dinas Kelautan dan
Perikanan.
12.30-13.30 Ishoma
13.30 -15.30 Paparan Narasumber Daerah Dinas ESDM
15.30 -16.00 Istirahat Snack
16.00 -18.00 Paparan Narasumber Pusat BKPM-RI
18.00 -19.00 Ishoma
21.00-23.00 Paparan Narasumber Daerah DPRD Provinsi Sumatera
Barat.
3 13 April 018
08.00-10.00 Paparan Narasumber Pusat Ditjen Bangda Kemendagri.
10.00-11.00 Penutupan Hotel
12.00 Penutupan / Check Out Panitia




JADWAL ACARA

SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN

DI HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI
23 S/D 25 APRIL 2018

No Waktu Uraian Acara Nara Sumber Moderator
1 | 23 April 2018
11.00 -16.00 Check In di Hotel Novotel | Panitia
Bukittinggi

19.00 - 20.00 Makan malam Hotel

20.00 - 21.00 Pembukaan/ Keynote Speaker | DPM&PTSP

23.00 - Istirahat (Tidur)

2 24 April 2018

08.00 - 10.00 Paparan Narasumber Pusat Ditjen Adwil Kemendagri.

10.00-10.30 Rehat Kopi

10.30-12.30 Paparan Narasumber Daerah | Dinas Lingkungan Hidup

12.30-13.30 Ishoma

13.30-15.30 Paparan Narasumber Daerah Dinas ESDM

15.30 -16.00 Istirahat Snack

16.00 -18.00 Paparan Narasumber Daerah DPM&PTSP

18.00 -19.00 Ishoma

21.00-23.00 Paparan Narasumber Daerah DPRD Provinsi Sumatera
Barat.

3 | 25 April 018

08.00-10.00 Paparan Narasumber Pusat Ditjen Bangda Kemendagri.

10.00-10.30 Rehat Kopi Hotel

10.30-12.30 Paparan Narasumber Daerah DPRD Provinsi Sumatera
Barat.

12.30-13.00 Penutupan Hotel

13.00 Penutupan / Check Out Panitia




JADWAL ACARA
SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN
DI HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI

7 S/D 9 MEI 2018

No Waktu Uraian Acara Nara Sumber Moderator
1 7 Mei 2018
12.00 -18.00 Check In di Hotel Novotel | Panitia
Bukittinggi
19.00 - 20.00 Makan malam Hotel
20.00 - 21.00 Pembukaan Kepala DPM & PTSP.
21.00 - Keynote Speaker DPRD Provinsi Sumatera | Etnaleli, S.Sos.MM
Barat.
2 8 Mei 2018
08.00 - 10.00 Paparan Narasumber Daerah | DPM & PTSP Ricky Martin,
S.Pi.M.Si
10.00-10.30 Rehat Kopi
10.30-12.30 Paparan Narasumber Daerah | Dinas Usaha Mikro Kecil | Ricky Martin,
Menengah S.Pi.M.Si
12.30 -13.30 Ishoma
13.30 -15.30 Paparan Narasumber Daerah | Dinas Pariwisata Ricky Martin,
S.Pi.M.Si
15.30 -16.00 Istirahat Snack
16.00 -18.00 Paparan Narasumber Pusat Ditjen. Bina Adminstrasi Indra Utama,
Kewilayahan. AP.M.Si
18.00 -19.00 Ishoma
3 9 Mei 2018
08.00-10.00 Paparan Narasumber Pusat Ditjen Bangda | Indra Utama
Kemendagri.
10.00-11.00 Penutupan Hotel
12.00 Penutupan / Check Out Panitia




